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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (fie/d reseach) dengn judul
“Efektivitas Pengawasan Panwaslu Kabupaten Mojokerto Terhadap Pelanggaran
Pemilu 2009 Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 84 Ayat 2 Dalam
Perspektif Figh Siyasah” ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang (1)
Bagaimana Pengawasan Panwaslu Kabupaten Mojokerto Terhadap Pelanggaran
Pemilu 2009 Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 84 Ayat 2?, (2)
Bagaimana Analisa Figh Siyasah Dalam Kinerja Panwaslu Kabupaten Mojokerto
Terhadap Pelanggaran Pemilu 2009 Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008
Pasal 84 Ayat 2?

Guna menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan
dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif.
Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis
mengenai efektifitas kinerja pengawasan Panwaslu tentang obyek yang diteliti,
sehingga dapat diketahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara
tersebut. Metode deduktif yaitu metode yang diawali dengan menggunakan teori-
teori yang bersifat umum megenai efektifitas kinerja pengawasan Panwaslu terhadap
obyek penelitian, selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil
riset, yang kemudian ditarik kesimpulan tentang efektifitas kinerja pengawasan
panwaslu berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 84 Ayat
2.

Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya
pelanggaran kampanye pemilu 2009 menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008
pasal 84 ayat 2, berupa pelanggaran kampanye terus terjadi karena tidak ditindak
secara tegas dan tidak cakap akan tugas dan wewenang serta kewajiban sebagai
panitia pengawas pemilu, dan sebagai suatu yang mencerminkan perbuatan dalam
menegakkan amar ma’nif nahi munkar, sehingga terasa tidak ada kepastian hukum
dan keberanian dalam peranannya. Maka selama itu pula temuan-temua yang
dihasilkan panwaslu akan mengalami stagnasi atau akan selalu mengalami krisis
legitimasi..

Berdasarkan kesimpulan di atas hendaknya Panwaslu berani dalam

mengemban amanah yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat menegakkan
keadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

vi
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan bagian dari kedaulatan rakyat yang berarti
bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, rakyatlah yang
menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan
tujuan apa yang hendak dicapai.

Dalam suatu negara modern seperti sekarang ini, di mana jumlah
penduduknya sudah banyak, dan wilayahnya cukup luas, adalah tidak mungkin
untuk meminta pendapat pada rakyat dan seorang dalam menentukan jalannya
pemerintahan. Ditambah lagi bahwa pada amasyarakat modern sekarang ini
spesialisasi sudah semakin tajam, dan tingkat kecerdasan rakyat tidak sama. Hal
ini menyebabkan kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni, dan
keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan
perwakilan.

Di mana sistem Pemilihan Umum di Indonesia memakai dua hal;

1. Sistem Pemilihan Mekanis
Pandangan mekanis menempatkan rakyat sebagai suatu massa
individu-individu yang sama. Aliran liberalisme, sosialisme, dan komunisme
semua berlandaskan pandangan mekanis ini. Liberalisme mengutamakan

individu sebagai kesadaran otonom dan memandang masyarakat sebagai



kompleks hubungan-hubungan antara individu yang bersifat kontraktuil,
sedangkan sosialisme dan khususnya komunisme mengutamakan totalitas
kolektif masyarakat dan mengecilkan peranan individu dalam totalitas
kolektif itu. Tetapi semua aliran di atas mengutamakan individu sebagai
pengendali hak pilih aktif dan memandang rakyat (korps pemilih) sebagai
suatu massa individu-individu yang masing-masing mengeluarkan satu suara
(suara dirinya sendiri) dalam setiap pemilihan.
2. Sistem Pemilihan Organis

Pandangan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-
individu yang hidup bersama dalam berbagai macam faktor hidup: geneologis
(rumah tangga, keluarga) ekonomi dan industri, lapisan-lapisan sosial
(buruh), tani, dan sebagainya. Masyarakat dipandangnya sebagai suatu
organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan
fungsi tertentu dalam totalitas organisme itu, seperti persekutuan-
persekutuan hidup. Berdasarkan pandangan ini, persekutuan-persekutuan
itulah yang diutamakannya sebagai pengendali hak pilih, atau dalam
perkataan lain sebagai pengendali hak untuk mengutus wakil-wakil kepada
perwakilan masyarakat.'

Di samping kebaikan tersebut di muka, tentu saja sistem ini

mengandung kekurangan, yaitu antara lain, bahwa kemungkinan akan terjadi

' M. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, “Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia’, (CV.
Sinar Bakti,) hal. 332-334



wakil-wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya
akan memperjuangkan kepentingan di daerahnya. Seharusnya seorang Dewan
Perwakilan Rakyat “belong to the nation” dan “speak for the nation”. Namun
setidaknya tetap ada anggota umum bahwa anggota tersebut “represent the
elector his constituency”.*

Ketika berpijak pada hal di atas, dilaksanakannya Pemilian Umum
(pemilu) legislatif 2009 atau seringkali disebut dengan Pileg adalah pemilihan
umum untuk memilih calon dari beberapa partai secara langsung di seluruh
Indonesia oleh penduduk/ warga Negara Indonesia. Hal ini meliputi pemilihan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota /Kabupaten).

Dalam pemilu legislatif (pileg) 2009 ini adalah suatu pesta demokrasi
rakyat Indonesia yang telah diatur dalam undang-undang No. 10 tahun 2008.
Ketika melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan bahwa ada beberapa
pelanggaran partai politik dengan otomatis calon itu sendiri (caleg), seakan
peraturan yang diundangkan tidak menjadi dasar hukum dalam melakukan pesta
demokrasi atau tepatnya dalam bersosialisasi.

Dalam pemilihan ini, banyak partai dan tidak menutup kemungkinan pula
banyak para calon legislatif yang mendaftarkan diri. Pola pendaftaran pun pada
tahun ini tidaklah sulit, di mana calon legislatif mendapat rekomendasi dari

sebuah partai dan tingkat pendidikannya minimal Sekolah Tingkat Menengah

2 Ibid hal. 337-338



(SMA) dan maksimalnya sampai ke Perguruan Tinggi. Pemilihan umum kali ini,
akibat bertolak belakang dengan pemilu tahun 2004 yakni calon yang berada di
nomor urut 1 adalah dapat dipastikan dia menjadi anggota legislatif atau (DPR)
Dewan Perwakilan Rakyat, namun kali ini berbalik yakni menggunakan sistem
suara terbanyak. Jadi siapapun yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif
haruslah berkompetisi dan cerdik untuk dapat menyikapi demi sebuah
kemenangannya. Sehingga pelanggaran dalam hal ini sudah tidak tabu lagi untuk
didapat, karena faktor tuntutan dan tekanan sebuah sistem itu sendiri dan
persaingan kehormatan individu calon legislaif itu sendiri.

Sedangkan partai politik di sini adalah sebagai jembatan untuk dapat
mengikuti pesta demokrasi. Ketika mengintip sebuah aturan politik
pemerintahan sekarang ini, maka setiap partai untuk dapat meraup suara minimal
2,5 % suara agar dapat mengikuti pemilihan presiden atau sebagai partai koalisi,
dan 20% untuk dapat mendelegasikan seorang kadernya untuk menjadi Calon
Presiden di ajang berikutnya yakni pada bulan Juli 2009.

Dengan demikian, dalam pemilu 2009 ini pada dasarnya merupakan suatu
proses politik bangsa menuju kehidupan yang demokratis (kedaulatan rakyat),
transparan, dan bertanggungjawab. Selain itu pemilihan calon legislatif (caleg)

menandakan adanya perubahan sistem yang sangat hebat dan terasa di hati



masyarakat, yakni bukan sekedar distribusi kekuasaan semata antar tingkat

pemerintahan secara vertikal.?

Dalam Pasal 84 ayat 2 tahun 2008 disebutkan, ‘“Pelaksana kampanye

dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

a.

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung,
dan hakim pada semua badan peradilan di bawahnya, dan hakim konstitusi
pada Mahkamah Konstitusi;

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;
Pejabat BUMN/BUMD;

Pegawai Negeri Sipil,

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian negara republik
Indonesia;

Kepala Desa;

Perangkat Desa;

Anggota Badan Permusyaratan Desa; dan

Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”.

Hal di atas, merupakan sebuah ketentuan yang harus diperhatikan oleh

pelaku politik pemerintahan, guna untuk kelancaran dan kepastian hukum yang

berlaku dalam sebuah kebangsaan. UU. No. 10 tahun 2008 pasal 84 ayat 2 di sini

3 Titi Triwulan Tutik, Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut Uud 1945, hal. 51



menjelaskan ketentuan larangan kampanye yang menyertakan beberapa item-
item di atas, namun dalam kenyataan yang terjadi pada pemilihan legislatif bulan
April 2009 ini, bukan menjadi hal yang tidak dilakukan, malah menjadi sebuah
alat untuk dapat memenangkan pemilihan tersebut, karena beberapa item itu
memiliki massa yang mudah untuk dicapai dan memenuhi target yang diperlukan
sebagai pemenang anggota legislatif periode 2009-2014.

Dengan demikian, upaya penulis di sini untuk dapat menjelaskan
efektifnya Panwaslu Kabupaten Mojokerto menykapi pelanggaran kampanye
dalam pemilu 2009 berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2008 pasal 84
ayat 2 yang akan dianalisa melalui figh siyasah dengan menitik beratkan pada

kepastian hukum dan keberaniannya pelaku penegak hukum.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas,
maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut;
1. Bagaimana Pengawasan Panwaslu Kabupaten Mojokerto Terhadap
Pelanggaran Pemilu 2009 Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal
84 Ayat 2?
2. Bagaimana Analisa Figh Siyasah Dalam Kinerja Panwaslu Kabupaten
Mojokerto Terhadap Pelanggaran Pemilu 2009 Menurut Undang-Undang No.

10 Tahun 2008 Pasal 84 Ayat 2?



C. Kajian Pustaka

Mengenai pemilihan calon legislatif dalam pemilu 2009 kemarin adalah
suatu moment yang besar bagi perkembangan masyarakat Indonesia. Hal ini
dapat dibuktikan bahwa antusias mereka menyambut pemilihan calon legislatif
dengan menempel dan memasang gambar-gambar calon legislatif di sekeliling
lingkungan mereka masing-masing. Untuk mencapai tujuan pemilihan legislatif
yang jujur dan adil serta memiliki makna yang strategis dalam berdemokrasi,
maka dibentuklah panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) yang
merupakan salah satu institusi penegak hukum, di mana pengawasan pemilu
merupakan suatu kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses
penyelenggaran pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan skripsi ini, terdapat beberapa karya ilmiah yang
berjudul “Implementasi Undang-Undang Pemilu No.12 Tahun 2003 Terhadap
Pelanggaran Partai Politik Pada Masa Kampanye Di Kota Surabaya (Dalam
Perspektif Figh Siyasah)’ yang ditulis oleh Insan Kamil pada tahun 2004. skripsi
tersebut hampir sama sebagaimana dengan karya ilmiah yang ditulis oleh Siti
Nurhayati dalamhalpemilihan legislatif dan intinya, skripsi tersebut lebih
mengarah pada antisipasi terhadap pelanggaran kampanye di kota Surabaya yang
dilakukan oleh tim kampanye dengan berpedoman pada UU. No.12 tahun 2003

sebagai penerapan peraturannya dalam perspektif figh siyasah.



Selain itu pula terdapat skripsi yang berjudul “7ugas Dan Wewenang
Panwaslu Jatim Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dalam
Menentukan Pelanggaran Black Campaign Pilgub Jatim 2008 Ditinjau Dari Figh
Siyasah” yang ditulis oleh Slamet Mulyono pada tahun 2008. Skripsi tersebut
hampir sama sebagaimana yang ditulis oleh Insan Kamil dalam hal pemilu
legislatif dan intinya, skripsi tersebut lebih mengarah pada pelanggaran partai
politik dalam mensosialisasikan partai dan dirinya sebagai calon legislatif
dengan memakai strategi kampanye hitam atau disebut Black Campaign dalam
segi figh siyasah yang berpedoman Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai
penerapannya.

Sedangkan dalam hal ini, penulis berupaya menspesifikkan pembahasan
yang berkaitan dengan efektifitas pengawasan panwaslu Kabupaten Mojokerto
terhadap pelanggaran pemilu 2009, serta sejauhmana Panwaslu Kabupaten
Mojokerto sebagai obyek penelitian menerapkannya sesuai dengan Undang-

Undang No. 10 Tahun 2008.

. Tujuan Penelitian
Sebagaimana penulisan skripsi pada umumnya mempunyai tujuan

tertentu, maka tujuan dari skripsi ini adalah;



1. Untuk mengetahui pengawasan Panwaslu Kabupaten Mojokerto terhadap
pelanggaran pemilu 2009 dengan tugas dan wewenangnya menurut Undang-
Undang No. 10 Tahun 2008.

2. Untuk menggali hasil analisa daripada tinjauan figh siyasah terhadap kinerja
pengawasan penyelesaian Panwaslu Kabupaten Mojokerto menurut Undang-

Undang No. 10 Tahun 2008.

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-
kurangnya untuk dua aspek, yaitu;
1. Aspek Keilmuan (teoritis)

Hasil studi ini dapat menambah dan memperkaya wawasan keilmuan
khususnya tentang pengawasan Panwaslu serta tugas dan wewenang di
Kabupaten Mojokerto menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 dalam
menyelesaikan pelanggaran pemilu 2009 ditinjau dari figh siyasah. Selain itu
dapat dijadikan suatu bahan perbandingan dalam menyususn penelitian
selanjutnya.

2. Aspek Terapan (praktis)
Hasil studi ini dapat memberikan manfaat sebagaibahan

pertimbangan dan bahan penyuluhan baik komunikatif, informatif, maupun
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edukatif dalam pengawasan pemilu terhadap pelanggaran kampanye pemilu

2009.

F. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah EFEKTIVITAS PENGAWASAN PANWASLU
KABUPATEN MOJOKERTO TERHADAP PELANGGARAN PEMILU 2009
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2008 PASAL 84 AYAT 2
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

Guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas, dan agar tidak terjadi
kesalahpahaman di dalam memahami arti dan maksud judul di atas, maka perlu
dijelaskan arti kata sebagai berikut:

Tugas :  Kewajiban sesuatu yang wajib dikerjakan atau
sesuatu yang telah ditentukan untuk dilakukan.’

Wewenang :  Merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki
seseorang untuk melakukan sesuatu.’

Panwaslu :  Merupakan singkatan istilah dari kalimat Panitia
Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Mojokerto.
Yang berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi,
menerima laporan pelanggaran, menyelesaikan

sengketa, meneruskan temuan dan laporan, dan

* Poerwodarminto, Kamus Bahasa Indonesia, hal 1094
> Ibid, hal 1150



UU No 10 Tahun 2008 :

Efektivitas Pengawasan:

Pemilu 2009

11

mengatur hubungan koordinasi antar panitia
pengawasan pada semua tingkatan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang
Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD yang
menjadi salah satu landasan hukum bagi pelaksanaan
tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/ Kota
Mojokerto.

Dari efektif adalah tepat; tepat guna; berhasil,
sedangkan efektifitas adalah ketepatgunaan; hasil
guna; menunjang  tujuan.’ Jadi  efektifitas
pengawasan pemilu dalam hal ini adalah menunjang
tujuan pemilu 2009 agar tepat sesuai dengan asas
penyelenggaran pemilu yang diharapkan pemerintah
dalam penerapan perundang-undangan.

Kegiatan untuk memilih partai dan calon legislatif
periode 2009-2014 yang dilaksanakan dengan cara
pemilihan langsung oleh rakyat yang memiliki hak

pilih.

% Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, “Kamus Illmiah Popular’, (Surabaya: Arkola,

1994), hal. 128
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Figh Siyasah : Ilmu yang mempelajari ketentuan hukum Islam yang
berhubungan dengan pengaturan urusan umat atau

rakyat dan ketatanegaraan.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam menghimpun
dan menganalisa data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang
dibahas terdiri dari:
1. Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di kantor sekretariat Panwaslu Kabupaten
Mojokerto jl. Raya Brangkal Gg.1 Sooko Mojokerto.
2. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data tentang tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Mojokerto
meliputi:
1) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan
2) Menerima laporan pelanggaran
3) Menyelesaikan sengketa
4) Meneruskan temuan dan laporan kepada instansi yang berwenang
5) Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua

tingkatan
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Data tentang penentuan kriteria pengawasan penyelesaian dan sanksi

yang diberikan oleh Panwaslu Kabupaten Mojokerto.

3. Sumber data, meliputi:

a.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil interview
dengan Panwaslu Kabupaten Mojokerto terkait proses pelaksanaan
Pemilihan legislatif dan DPD di Kantor Panwaslu Kabupaten Mojokerto,
dalam hal ini:
1) Ketua Panwaslu pemilu 2009 di Panwaslu Kabupaten Mojokerto
(periode 2009-2014).
2) Staf sekretaris Panwaslu pemilu 2009 di Panwaslu Kabupaten
Mojokerto (periode 2009-2014).
3) Peraturan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2009.
4) Hasil pengamatan dan pengawasan Panwaslu Kabupaten Mojokerto
tentang pelaksanaan pemilu 2009 dan pelanggaran kampanye.
Sumber data sekunder
Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang
berkaitan dengan topik bahasan, diantaranya:
1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan

Pemilu
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2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum
DPR, DPD Dan DPRD
3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

4) Imam Al-Mawardi, “A/-Ahkam As-Sulthaniyah’.

4. Teknik pengumpulan data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian tersebut
digunakan teknik sebagai berikut:
a. Wawancara atau interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud memperoleh
keterangan. Percakapan itu dilakukan oleh pihak yaitu pewawancara
(yang mengajukan pertanyaan) serta yang diwawancarai (yang
memberikan jawaban atas pertanyaan) tersebut.’

Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara pembicaraan
formal dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten
Mojokerto yang menangani pelanggaran-pelanggaran kampanye yang
terjadi di Kabupaten Mojokerto.

b. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu berupa pengamatan, pencatatan serta

mempelajari berkas-berkas Panwaslu Kabupaten Mojokerto terkait

7 Lexy. J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, hal. 135
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dengan berbagai macam pelanggaran kampanye yang terjadi di
Kabupaten Mojokerto pada Pemilihan umum 2009.
5. Teknik mengelola data
Teknik mengelola data dalam penelitian ini adalah menggunakan
teknik editing dan organizing.
a. Editing
Yaitu pemeriksaan data secara cermat tentang kelengkapan,
relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun.
b. Organizing
Yaitu menyusun data-data dengan tehnik pengumpulan data-data
yang diperoleh selama penelitian, baik dari hasil wawancara, dokumen,
atau literatur yang ada yaitu dengan cara mengelompokkan dan menelaah
dalam kerangka yang sudah direncanakan sesuai dengan kajian yang ada
dari bahan yang dihimpun.
6. Metode Analisis Data
Sesuai dengan arah studi yang dipilih, maka teknik analisis yang
akan digunakan penulis adalah menggunakan metode deskriptif analisis,
yaitu menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang menjadi subjek
penelitian kemudian dilakukan pengkajian atau analisa berdasar pada data
yang diperoleh dan literatur yang ada. Dalam penelitian ini metode tersebut

digunakan untuk menggambarkan tentang tugas dan wewenang Panwaslu
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Kabupaten Mojokerto dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD. Kemudian data tersebut

akan dianalisis secara kritis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu

mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan

yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisa data-data

umum tentang pelanggaran kampanye khususnya menentukan kriteria

pelanggaran kampanye dalam pemilu 2009, kemudian ditarik kesimpulan

yang bersifat khusus mengenai pandangan figh siyasah tentang penyelesaian

pelanggaran kampanye tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika  pembahasan diperlukan untuk memudahkan dan

mengarahkan penelitian ini, yang isinya sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan, yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan

Bab Kedua

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang

kemudian dilengkapi dengan sistematika pembahasan.

: Menyajikan pandangan figh siyasah terkait penelitian ini, yang

memuat tentang pengertian Ahlul Halli Wal Aqdi, sifa-sifat,
pendapat ulama’, syarat kecakapan, prinsip-prinsip tentang

pemilihan AAlul Halli Wal Aqdi, wewenang konstitusional dan



Bab Ketiga

Bab Keempat :

Bab Kelima
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pengawasannya, ketaatan pada Ahlul Halli Wal Aqdi dan

peranannya.

: Memuat data hasil penelitian yang terdiri atas tugas dan

wewenang serta struktur organisasi Panwaslu Kabupaten
Mojokerto, pelaksanaan pemilu 2009, kebijakan Panwaslu Jawa
Timur yang memuat tentang definisi pelanggaran kampanye,
bentuk pelanggaran kampanye, penyelesaian pelanggaran
kampanye.

Memuat dialog antara bab dua dan bab tiga yang berisi analisis
figh siyasah tentang tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten
Mojokerto menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta

sanksinya.

: Penutup, yang berisikan kesimpulan mengenai pembahasan

tersebut dan saran.



BAB1II
PERAN WILA YAH AL-HISBAHDALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wilayah Al-Hisbah

Wilayah Al-Hisbah berasal dari kata a/- Wilayah yang berarti kekuasaan
atau kewenangan. Dan a/-Hisbah berarti imbalan, pengujian melakukan suatu
perbuatan dengan penuh perhitungan.®

Upaya pendefinisian Wilayah al-Hisbah telah banyak dilakukan seperti
yang dikutip oleh al-Farakhi, yaitu menyuruh berbuat baik apabila nyata
perbuatan itu ditinggalkan, dan melarang berbuat mungkar apabila nyata
perbuatan itu dikerjakan.” Ini mengindikasikan Wilayah al-Hisbah merupakan
jabatan keagamaan yang mencakup menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat
mungkar.

Definisi berbeda dikemukakan Ibnu Taimiyah dengan menambahkan
dalam definisi Wilayah al-Hisbah yang kewenangannya tidak termasuk dalam
wewenang penguasa, peradilan biasa dan Wilayah al-Mazalim."’

Dasar hukum yag melandasi tugas-tugas amar ma’ruf nahi munkar, baik

yang dilakukan pribadi maupun melalui suatu lembaga, seperti Wilayah al-

¥ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 1939
? Abu Ya’la Muhammad Ibn Al-Husein Al-Farakhi, Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah, hal. 320
' Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 1939
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Hisbah, cukup banyak terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW,

antara lain firman Allah SWT dalam surat al-Imran ayat 104:
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Rl e O3 Dol sl 24T ) G580 301 1S Sy

> g2o g8 o %
Zosmdasll o SLT)3

Artinya :

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang

munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”."

Dan surat al-A’raf ayat 157:
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Artinya :

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang
(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada
di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan
melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan
bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala
yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-
belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman
kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya
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yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka [tulah
orang-orang yang beruntung”."

Ayat-ayat di atas telah menjelaskan bahwa setiap muslim memiliki peran
aktif dalam ber-amar ma’ruf nahi munkar. Namun demikian menurut kesepakatan
ulama’ figh, bentuk kewajiban amar ma’nif nahi munkar merupakan kewajiban
kolektif bagi umat Islam (wajib kifayah). Maka apabla tugas amar ma’ruf nahi
munkar dilaksanakan oleh seorang atau sebagian orang maka kewajiban itu
gugur dari orang yan tidak melaksanakannya. Jika ternyata tidak ada seorangpun
yang mampu melaksanakannya, maka perintah tersebut menjadi wajib ‘ain

(inperatif) bagi pihak yang mampu melaksanakannya.'®

B. Sckilas Wilayah al-Madzalim dan Ahlul Halli wal Aqdi
1. Wilayah al-Madzalim
Tugas Wilayah al-Madzalim ialah mengajak para pelaku pidana
kepada adil dengan menakut-nakuti mereka, dan melarang pihak-pihak yang
berperkara dari saling memusuhi dengan mengancam mereka.'*
Di antara syarat-syarat yangharus dimiliki seseorang untuk menjadi
Wilayah al-Madzalim ialah memiliki kedudukan tinggi di mata masyarakat,

perintahnya dipatuhi, berwibawa, “bersih”, tidak ambisius, dan sangat wara’

2 Depag R, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, hal. 228

5 M. Arkas Salim, Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah, hal. 113

' Fadli Bahri, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari’at Islam, Terj. Al-
Ahkam As-Sultaniyyah, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hal. 143
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(menjauhi maksiat dan hal-hal yang syubhat), karena dalam menjalankan
tugasnya ia membutuhkan gabungan dua sifat sekaligus; ketegasan aparat
keamanan, dan ketegaran hakim. Dengan kedudukannya yang tinggi, ia
berhak mengeluarkan perintah kepada aparat keamanan dan hakim.

Jika Wilayah al-Madzalim termasuk pejabat yang menangani urusan-
urusan umum, seperti para menteri atau para gubernur, untuk menangani
urusan-urusan umum tersebut ia tidak membutuhkan pengangkatan baru.
Dengan otoritasnya yang luas, ia berhak menangani urusan-urusan umum.

Untuk dapat lebih jelasnya dalam hal ini akan diungkapkan bahwa
kinerja dan tugas pokok dari Wilayah al-Madzalim tersebut, adalah sebagai
berikut;

a. Kerja Wilayah al-Madzalim
Di ruang kerjanya, Wilayah al-Madzalim dibantu lima staff. la
amat membutuhkan mereka karena tugasnya tidak berjalan dengan
optimal kecuali dengan kelima staff tersebut. Kelima staff tersebut ialah;
1) Aparat keamanan yang bertugas menyeret orang kuat dan memberi
sanksi disiplin kepada orang yang sok jagoan
2) Hakim sebagai tempat bertanya tentang hak-hak mereka dan
mengetahui apa saja yang terjadi di tempat kerja mereka

3) Fuqaha’ tempat ia bertanya apa saja yang kurang jelas baginya
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4) Sekretaris yang bertugas mencatat apa saja yang terjadi di antara

pihak-pihak yang berperkara, hak, dan kewajiban mereka

Jika ruang kerja Wilayah al-Madzalim dilengkapi dengan kelima

unsur tersebut, maka sejak saat itu ia sah menjalankan tugasnya.

Tugas Wilayah al-Madzalim

1)

2)

3)

Menangani pelanggaran hukum yang dilakukan para pejabat terhadap
rakyatnya, dan segala penimpangan mereka ketika berkuasa.

Tugasnya tersebut tidak terbatas hanya menangani pengaduan
orang yang terniaya. Namun ia juga bertugas mengetahui sepak
terjang para penguasa dan mengenal betul seluruh perilaku mereka,
agar ia bisa mendukung mereka jika mereka berbuat adil, mencegah
mereka jika mereka berbuat sewenang-wenang, dan mengganti
mereka jika mereka berbuat tidak adil.

Memeriksa kecurangan para petugas penarik zakat atau pajak dalam
menjalankan tugasnya.

Ia lihat tarip yang adil di dokumen negara, kemudian
menyuruh rakyat dan para petugas penarik zakat dan pajak
konsekwen dengan tairp tersebut.

Memeriksa hasil kerja para penulis dokumen karena mereka orang-
orang yang dipercayai kaum muslimin untuk mencatat kewajiban dan

hak mereka dalam harta mereka.
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Wilayah al-Madzalim berhak memeriksa hasil kerja para
penulis dokumen. Jika mereka melakukan pengurangan dan
penambahan jumlah pemasukan dan pengeluaran uang dengan benar,
sikap mereka seperti itu bisa diterima.

Menyelidiki pelanggaran hukum (kedzaliman) terhadap para pegawai
negeri; Apakah gaji mereka kurang, atau penggajian mereka tertunda?

Ia harus serius memikirkan mereka. Ia buka dokumen negara
untuk melihat berapa sebenarnya gaji yang adil untuk mereka,
kemudian ia menggaji mereka dengan gaji yang adil. Selain itu, ia
harus juga memikirkan sebab-sebab gaji mereka dikurangi, atau
mereka tidak diberi gaji. Jika gaji mereka telah diambil atasannya,
maka atasannya diminta untuk segera mengembalikan gaji kepada
mereka. Jika atasannya tidak mengambilnya, gaji mereka diambil dari
baitul mal (kas Negara).

Mengembalikan harta rampasan kepada pemiliknya.

Hasil rampasan terbagi menjadi dua bagian;

a) Harta rampasan yang diambil penguasa yang tiranik, misalnaya
penguasa tiranik mengambil aset milik rakyat,

b) Harta rampasan yang diambil orang-orang kuat
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2. Ahlul Halli wal Aqdi

Secara bahasa, Ahlul Halli wal Aqdi terdiri dari tiga kata; Ahlul,
yang berarti orang yang berhak (yang memiliki). Halli, yang berarti,
melepaskan, menyesuaikan, memecahkan. ’Agdi, yang berarti mengikat,
mengadakan transaksi, membentuk. Para ahli figh siyasah merumuskan AA/u/
Halli wal °Aqdi sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk
memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).15

Dengan kata lain, Ah/ul Halli wal ’Aqdi adalah lembaga perwakilan
yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. al-
Mawardi menyebut Ahlul Halli wal ’Aqdi dengan ahl al-lkhtiyar, karena
merekalah yang berhak memilih khalifah. Sedangkan Ibnu Taimiyah
menyebutkan ah/ al-Syawkah, sebagian lagi menyebutnya dengan ahl/ al-
Syira atau ahl al-ljma’. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan
ahl al-Ijtihad."®

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam
tentang hal ini adalah ahA/ al-Syira. Pada masa khalifah yang empat,
khususnya pada masa *Umar istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa
shahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan

kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah

'S Muhammad Iqgbal, “Figh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam”, (Jakarta: Gaya
Media Pratama, 2001), hal. 137
'% Ibid, hal. 138
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enam orang shahabat senior yang ditunjuk ’Umar untuk melakukan
musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia
meninggal. Memang pada masa ini ah/ al-Syira atau Ahlul Halli wal "Aqdi
belum lagi berlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para
sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai "wakil rakyat" dalam
menentukan arah kebijakan negara dan pemerintahan.'’

Tugas daripada AA/ul Halli wal ’Aqdi hanya terbatas pada dua hal,
pertama, mengajak kepada kebaikan, termasuk didalamnya segala perkara
umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat
yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak para penguasa yang zalim,
yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.

Dari ayat 104 surat Ali Imran di atas, dapatlah diketahui bahwa
kebaikan umat ini dan keutamaannya dari umat-umat yang lain adalah
dengan adanya perkara berikut: menyuruh yang ma’ruf dan mencegah yang
munkar serta beriman kepada Allah.

Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa kewajiban melakukan
pengawasan oleh rakyat keseluruhan adalah fardhu kifayah, sedangkan

kewajiban melakukan pengawasan oleh rakyat khusus adalah fardhu ‘ain.

C. Sejarah Wilayah Al-Hisbah

7 Ibid, hal. 138
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Negara telah diperintahkan agar melembagakan ketetapan-ketetapan
untuk mengawasi penerapan kewajiban amar ma’ruf nahi munkar. Hal ini dapat
dilihat pada masa rasulullah di samping memperhatikan akhlak yang mulia, nabi
saw juga memperhatikan pelembagaan penegakan dan pelestarian dengan
memerintahkan setiap orang untuk melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar.
Dalam sejumlah hadist nabi diriwayatkan selalu menekankan peran ini bagi
setiap muslim. Beliau sendiri, seringkali melakukan inspeksi pasar untuk
meninjau apakah para pedagang melakukan kecrangan atau tidak, setiap kali
beliau menemukan orang yang melakukan kecurangan, beliau pasti melarangnya.

Tugas ini beliau emban baik dalam kapasitasnya sebagai nabi maupun
sebagai kepala Negara. Dalam hal ini nabi disebut sebagai a/l-Muhtasib pertama
dalam sejarah Islam. Selanjutnya, ketika tugas-tugas pribadi beliau semakin
bertambah, beliau menunjuk sahabat Sa’ad ibn al-‘Ash ibn Umayyah sebagai a/-
Mubhtasib di Makkah dan Umar Bin Khattab di Madinah.'®

Tindakan Rasulullah  SAW dalam mendelegasikan tugas al-Hisbah
kepada para sahabat dianggap oleh ulama’ figh sebagai ikal bakal Wilayah al-
Hisbah. Oleh sebab itu, mereka berpendapat bahwa yang dilakukan rasulullah
saw terhadap pelanggar kasus al-Hisbah kepada sahabat memebrikan isyarat
bahwa kasus-kasus yang terkait dengan amar ma ruf nahi munkar perlu ditangani

secara serius.

' Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, hal. 21
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Penanganan kasus al-Hisbah di zaman Abu Bakar as-Siddiq (573-634)
tetap berjalan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, sekalipun kadang-
kadang didelegasikan kepada Umar bin Khattab (581-644). Pada zaman Umar
bin Khattab sebagai khalifah, pembagian wewenang peradilan secara tegas mulai
dilakukan. Untuk Wilayah al-Hisbah, umar bin khattab menunjuk beberapa orang
al-Muhtasib, antara lain Sa’ad bin Yazid, Abdullah bin Utbah, dan Umm Asy-
Syifa’ (wanita) yan disebut terakhir sebagai a/-Muhtasibah untuk mengawasi
para pedagang di pasar Madinah."”

Secara umum lembaga Wilayah al-Hisbah berlanjut hingga pada masa
dinasti Umayyah (661-750), Wilayah al-Hisbah pada periode ini sudah menjadi
satu lembaga khusus dari lembaga peradilan yang ada dengan kewenangan
mengatur dan mengontrol pasar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai
dengan syari’at Islam. Setelah Daulah Islamiyah runtuh dan digantikan oleh
Daulah Abbasiyah dari kurun waktu 750 M — 1225 M (132 H - 656 H),
keberadaan lembaga ini pada periode Abbasiyah sudah melembaga seperti
lembaga pemerintahan lainnya, yang secara struktural berada di bawah lembaga
peradilan (gadla’).*

Demikian pula, Wilayah al-Hisbah menjadi departemen penting selama

kekuasaan dinasti Fatimiyah, Ayyub, dan Utmaniyah. Di India, meski

' Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 1940
% Jurnal Studi Islam dan Budaya, Wilayah Al-Hisbah Dalam Tinjauan Historis Pemerintahan
Islam, hal. 12
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departemen Wilayah al-Hisbah yang resmi tidak ada, namun selama masa
kesultanan, a/-Muhtasib dan gadli sama-sama ditunjuk setiap kali ada wilayah
baru yang dikuasai oleh Negara. Dinasti Moghul merasa tidak nyaman dengan
adanya lembaga a/-Hisbah karena rendahnya moral mereka sendiri, dan lalu
mengganti al-Hisbah dengan Kotwal yang memiliki yuridiksi lebih terbatas dari
pada yuridiksi a/-Muhtasib.

Lembaga Wilayah al-Hisbah masih tetap populer sepanajang sejarah
umat Islam, meski dinamakan berbeda-beda di berbagai tempat. Misalnya,
provinsi-provinsi timur dan barat Baghdad, petugas pelaksanannya disebut a/-
Muhtasib, di Afrika Utara disebut Shahib al-Sug, di Turki disebut Muhtasib
Aghasi dan di India disebut Korwal*!

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa Wilayah al-Hisbah merupakan salah
satu lembaga peradilan dalam sistem pemerintahan, yang memiliki kewenangan

untuk menegakkan amar ma ruf nahi munkar.

. Syarat-Syarat Al-Muhtasib

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa setiap muslim berhak melakukan
amar ma ruf nahi munkar (al-Hisbah) akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat
signifikan dengan petugas a/-Hisbah (al-Muhtasib). Hal ini telah dijelaskan di

dalam al-Ahkam ash-Sultaniyyah, diantaranya yaitu:

*! Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, hal. 12
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1. Kewajiban a/-Hisbahbagi al-Muhtasib adalah fardlu ‘ain, sedang untuk orang
lain fardlu kifayah.

2. Sesungguhnya a/-Muhtasib harus mencari kemunkaran-kemunkaran yang
terlihat untuk ia dilarang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan untk
diperintahkan.

3. Sesungguhnya a/-Muhtasib berhak mengangkat staff untk melarang
kemunkaran, agar dengan pengangkatan staff pelaksanaan tugasnya jadi lebih
efektif.

4. Sesungguhnya a/-Muhtasib berhak mendapat gaji dari baitul mal (kas
Negara) karena tugas a/-Hisbah dijalankannya.

Jika permasalahannya demikian, maka syarat-syarat yang harus dimiliki
al-Muhtasib agar berjalan dengan baik ialah harus orang yang merdeka, adil,
mampu berpendapat, tajam dalam berfikir, kuat agamanya, dan mempunyai
pengetahuan tentang kemunkaran-kemunkaran yang terlihat.”

Pendapat berbeda dilakukan oleh Ibnu Taimiyyah, bahwa al-Muhtasib
adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, dengan tingkat integritas, wawasan,
pandangan, dan status social yang tinggi. Dari sekian kualitas a/-Muhtasib, ilmu
pengetahuan, kelembutan, dan kesabaran dianggap sebagai kualitas-kualitas yang

terpenting.23

2 Imam al-Mawardi, Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah, hal. 399
2 Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, hal. 13
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Ada beberapa syarat bagi al-Muhtasib yang dikemukakan para ahli figh,
yaitu sebagai berikut:

1. Muslim, merdeka, akil baligh, berakal, dan adil. Orang kafir, hamba sahaya,
anak kecil (sekalipun telah mumayyiz), orang gila, dan orang yang
kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum tidak boleh diangkat
sebagai al-Muhtasib.

2. Berpegang teguh pada ajaran Islam dan memahami hukum syara’ yang
berkaitan dengan tugasnya sehingga a/-Muhtasib tidak salah menetapkan
hukuman kepada pelaku pelanggaran a/-Hisbah.

3. Berpengetahuan memadai tentang bentuk kemunkaran serta hukum-
hukumnya, seperti yang telah ditetakan dalam nash atau hasil 7j¢ihad ulama’
figh.

Di samping syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama’ figh di
atas, ada pula syarat yang diperselisihkan. Misalnya, a/-Muhtasib harus laki-laki,
sebagaimana yang dikemukakan sebagian ulama’ figh madzhab Syafi’i dan
Hanbali. Akan tetapi, syarat ini tida diterima oleh jumhur ulama’ karena
larangan menjabat bagi wanita dalam syari’at Islam hanya terkait dengan jabatan
kepala Negara, bukan kekuasaan peradilan. Di samping itu, mengacu pada

perbuatan Umar bin Khattab yang menunjuk Umm asy-Syifa’ (seorang wanita)
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sebagai petugas al-Muhtasib untuk mengamati tingkah laku para pedagang di

pasar Madinah.**

. Tugas Wilayah Al-Hisbah

Secara garis besar tugas dari lembaga a/-Hisbah adalah memberi bantuan
kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantua dari
petugas lembaga a/-Hisbah. Sedangkan tugas dari a/-Muhtasib adalah mengawasi
berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak
boleh dilanggar oleh seorangpun. Terkadang Muhtasib ini memberikan putusan-
putusan dalam hal-hal yang perlu segera diselesaikan.*

Ibnu Taimiyyah dalam karyanya a/-Hisbah Fii al-Islam merumuskan
tugas-tugas lembaga a/-Hisbah secara negatif. Dengan singkat ia katakana bahwa
lembaga al-Hisbah bertugas untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar yang
berada di luar kewenangan penguasa wilayah lembaga peradilan, kantor
keuangan, dan semacamnya.

Akan tetapi pada bagian lain, Ibnu Taimiyyah mengajukan ringkasan
tugas-tugas yang diemban oleh lembaga al-Hisbah. ITbnu Taimiyyah menulis
“petugas lembaga al-Hisbah hendaknya memerintahkan orang-orang
menegakkan shalat jum’at, shalat berjamaah lainnya, berkata benar,

menyampaikan amanah kepada yang berhak, melarang tindakan-tindakan yang

# Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 1941
» Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam, hal. 96
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tercela, seperti berdusta, berkhianat, berlaku curang dalam takaran dan
timbangan, memalsukan produk industrui, perdagangan, dan urusan-urusan
keagamaan”.”®
Dalam al-Ahkam ash-Sultaniyyah, Imam Mawardi memberikan
penjelasan lebih luas bahwa tugas a/-Muhtasib ada dua, yakni menyuruh kepada
kebaikan dan melarang kemunkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi
menjadi tiga bagian:
1. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait
dengan hak-hak Allah
2. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait
dengan hak-hak manusia
3. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait
dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia.”’
Wilayah al-Hisbah memasuki hampir seluruh sendi kehidupan
masyarakat. Hal ini guna memelihara kemaslahatan umum. Di antaranya
mencegah buruh dan budak membawa beban terlalu banyak atau di luar batas
kemampuannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadist bahwa Umar bin

Khattab pernah memukul penyewa unta untuk pengangkutan lantaran

membebani untu sewaannya menjadi berat, selain itu juga mencegah penduduk

% M. Arkas Salim, Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah, hal. 115
" Imam al-Mawardi, Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah, hal. 403
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untuk membangun rumahnya atau meletakkan barang dagangannya di tempat-
tempat yang bisa menghalangi jalanan lalu lintas dan bertambah sempit lajan.”®
Jadi Wilayah al-Hisbah setiap hari kerjanya adalah amar ma’ruf nahi
munkar, tidak ada perkara syari’at yan luput dari pehatiannya. Wilayah al-
Hisbah adalah lembaga yang setiap hari menumbuhka kesadaran syari’at Islam

dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat.

. Wewenang Wilayah Al-Hisbah

Di samping Wilayah al-Hisbah bertugas mengawasi, menyadarkan, dan
dan membina. Wilayah al-Hisbah juga mempunyai wewenang menjatuhkan
hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari’at. Tentu hukuman
itu berbentuk #a’zir, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang
hakim di luar bentuk hukuman yang dtetapkan syara’.

Ulama’ figh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus a/-Hisbah
dikenai hukuman ta’zir; yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan
jumlahnya oleh syara’, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (a/-
Muhtasib) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh a/-Muhtasib.
Langkah-lagkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan

dengan paksa (taghyir bi al-yad), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. A/-

% Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam, hal. 99
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Muhtasib diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang
lebih ringan tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang
dihukum.”

Namun demikian seorang a/-Muhtasib tida hany menyelesaikan suatu
sengketa atau pengaduan, bahkan dia juga diperbolehkan memberikan keputusan
terhadap suatu hal yang masuk dalam bidangnya, walaupun belum diadukan.
Akan tetapi al-Muhtasib tida mempunyai hak untuk mendengar keterangan saksi
guna memutus suatu hukum dan tidak berhak menyuruh orang untuk menolak
gugatan, karena yang demikian merupakan tugas hakim peradilan.

Oleh sebab itu, para a/-Muhtasib bebas memilih hukuman bagi pelanggar
al-Hisbah, mulai dari hukuman yang lebih ringan sampai hukuman yang terberat,
misalnya peringatan, ancaman, ajakan, celaan nama baik, pukulan, dan hukuman
penjara. Menurut ulama’ figh, a/-Muhtasib harus mempertimbangkan bahwa

dengan hukuman itu pelanggar bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.*’

% Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, hal. 14
3% Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 1941



BAB III

SUPREMASI HUKUM PANWASLU KABUPATEN MOJOKERTO

PADA PELANGGARAN KAMPANYE PEMILU 2009

A. Profil Panwaslu Kabupaten Mojokerto

1.

Struktur Panwaslu Kabupaten Mojokerto

Panwaslu Kabupaten Mojokerto dibentuk untuk mengawasi jalannya
pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU. Para anggotanya terdiri
dari unsur kepolisian, kejaksaan, akademika, organisasi media (pers), tokoh
masyarakat. Dengan rincian tiga anggota dipilih oleh KPU sedangkan dua
lainnya dipilih langsung oleh kejaksaan dan kepolisian. Sedangkan panitia
pengawas itu sendiri beranggotakan antara lain; ketua, Pengawasan dan
hubungan antar lembaga, Penanganan pelanggaran dan penegakkan hukum,
kesekretariatan, kelompok jabatan fungsional. Mengenai kesekretariatan itu
terdiri dan ketua, Bendahara sekretariat, Pegawai Sekretariat 3 orang, dan
sementara kelompok jabatan fungsional adalah Keamanan, Staf Pendukung 2
orang dan Pengemudi.

Adapun mengenai tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten

Mojokerto berpedoman pada Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang

35
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Penyelenggara Pemilihan Umum, serta peraturan-peraturan terkait kinerja
Panwaslu Kabupaten Mojokerto 2009.*!
Sementara keanggotaan Panwaslu Kabupaten Mojokerto adalah

sebagai berikut;

3! Wawancara Dengan Syaifuddin, Ketua Panwaslu Kabupaten Mojokerto, 11 Mei 2009
Pukul 19.00 WIB
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KABUPATEN MOJOKERTO™
NO. NAMA JABATAN ALAMAT NO. TELP
1. Syaifuddi, SE. Ketua Dsn. Kedungbendo 085231176509/
Gemekan Sooko 0321-3358512
Panwaslu ]
Mojokerto
2. RR. Siti Nawangwoelan Rayamalabar 20 Dsn. 08133005529/
Wardanie, SE. Anggota Tampelan Ds. 0321-8813199
Panwaslu Pugeran Kec.
Gondang Mojokerto
3. Miskanto, S.Ag. Anggota Sampangagung 085648031609/
Panwaslu Kutorejo Mojokerto 0321-596030
4. Drs. Nano Purwana, MM. J1. Mutiara F. 14 081935016663/
Kepala Perumahan Bumi 0321-7190063
Sekretariat Sooko Permai (BSP)
Mojokerto
5. Yuniar Arum J1. Wlirang Perumnas 081334439475
. Bendahara i
Nugrohodewi, S.AP Wates Mojokerto
6. Sutrisno Rahadi . JI. Raya 0321-7299162
Pegawai
; Dawarblandong
Sekretariat )
Mojokerto
7. Jamin Pegawai JI. Raya Pulo 085730815601/
Sekretariat Mojokerto 0321-381211

32 Sumber Data : Dokumenter Kesekretariatan Panwaslu Kabupaten Mojokerto Tentang “Data Kepanitiaan Pemilu 2009’ Pada Tanggal

11 Mei 2009
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8. Rupohadi Pegawai Belakang kejaksaan 0818306613
Sekretariat
9. Achmad Syamsul Staff Dsn. Penewon 085655709417/
Hidayat Jambuwok Trowulan 0321-7283942
Pendukung ]
Mojokerto
10. Muhammad Amer Husein Staff Dsn. Pandan Ds. 085732748467
Pendukun Pandanarum Kec.
3 Pacet Kab. Mojokerto
11. Ehe Sarana Genengan Puri 081331416476
Keamanan .
Mojokerto
12. Suhardi . JI. Empunala No. 257 081357244597
Pengemudi

Mojokerto
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Struktur organisasi Panwaslu Kabupaten Mojokerto tahun 2009 saat

ini adalah:

STRUKTUR ORGANISASI PANWASLU KABUPATEN
MOJOKERTO TAHUN 2009

Ketua

Syaifuddin, SE.

e

Miskanto, S.Ag.

Pengawasan dan
Hubungan Antar
Lembaga

A

y

\

Siti Nawang Wulan, SE.

Penangan Pelanggaran
Dan Penegakan Hukum

Kepala Sekretariat

Drs. Nano purwana, MM.

Yuniar Arum
Nugrohodewi, SAP

Sutrisno Rohadi

Jamin, SP

Rupohadi

Peg. Sekretariat

Bendahara Sekretariat

Peg. Sekretariat

Peg. Sekretariat

Py

&

A 4

Kelompok Jabatan Fungsional

He Sarana

M. Amer Husein

A. Syamsul H.

Suhardi

Keamanan

Staff Pendukung

Staff Pendukung

Pengemudi

33 Sumber Data :

Tanggal 11 Mei 2009 10.45 WIB

Papan Struktur Panwaslu Kabupaten Mojokerto Diambil Pada
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Terkait dengan efektivitas tugas dan wewenang panwaslu, hal ini

telah dibentuk beberapa penopang kerja, yakni dibentuknya panitia kecil dari

beberapa Kecamatan yaitu panitia pengawas pemilu kecamata. Semntara

Kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto ini terdapat 18 Kecamataan,

dimana masing-masing panitia yang berada di kecamatan diharapkan untuk

dapat memberikan kontribusi laporan pelaksanaan pemilu kepada panwaslu

Kabupaten Mojokerto. Dan daftar panitia pengawas Kecamatan adalah

sebagai berikut:**

a. Kecamatan Jetis

Ir. Zulfikar, M.Si

Jetis Permai Blok II/B No. 34
RT. 05 RW. 09 Jetis
Mojokerto

Gatot Akuwan

Dsn. Tugu RT. 02 RW. 01 Ds.
Jolotundo Jetis Mojokerto

Sutiono

Dsn. Mojogeneng RT. 02 RW.
04 Ds. Mojolebak Jetis
Mojokerto

b. Kecamatan Dawarblandong

Abd. Syafi’i, SP., SH.

Ds. Cinandang RT. 01
Dawarblandong
Mojokerto

M. Badjuri

Dsn. Wotgaluh RT. 02
RW. 05 Ds
Dawarblandong
Mojokerto

Ir. Puromo

Dsn. Sekipung RT. 05
RW. 03 Ds.
Dawarblandong
Mojokerto

3% Sumber Data :

Legislatif 2009, Tanggal 18 Mei 2009.

Diambil Dari Data Sk Panwascam Se-Kabupaten Mojokerto Pemilu




c. Kecamatan Bangsal
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1.

Budi Setiyo Hadi, SH.

Dsn. Genuk watu RT.
RW. 02 Ds. Sidomulyo
Bangsal Mojokerto

Ds. Peterongan No. 05

2. Subagiyo RT. 01 RW. 01 Bangsal
Mojokerto
Dsn. Pekuwon RT. 12
3. Eny Nuraeni RW. 06 Ds. Pekuwon

Bangsal Mojokerto

d. Kecamatan Dlanggu

1.

Ahmad Badshori, SH.

Ds. Sumbersono RT. 04
RW. 06 Dlanggu

Mojokerto
5 It. Abdul Mulif Dsn. Bendolc.)r Ds. Kalen
Dlanggu Mojokerto
Dsn. Kad Ds.
Sahrul masjidah, N s
3. Dlanggu Kec. Dlanggu
A.Ma. .
Mojokerto
e. Kecamatan Gedeg
Dsn. Kemantren wetan
RT. 01 RW. 01 Ds.
1. Adi Priyanto i R¥- 01 Ds

Terusan Gedeg
Mojokerto

Dsn. Losari timur RT. 15
RW. 03 No. 15 Ds.

2. H. Abd. Malik, S.Pok. Terusan Gedeg
Mojokerto
Gedeg RT. 08 RW. 02
3. Masyhudi
asyhudi Gedeg Mojokerto

f. Kecamatan Gondang

1.

Supardi Al-Imam S.

Dsn. Pohjejer RT. 01
RW. 01 Ds. Pohjejer
Gondang Mojokerto

Sulchan, SH.

Dsn. Kauman RT. 01
RW. 01 Ds. Pugeran
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Gondang Mojokerto
Dsn. Sengon RT. 04
3. Mulyono RW. 02 Ds.
Kebontunggul Gondang
Mojokerto
Kecamatan Jatirejo
Dsn. Padangsari RT. 01
1. Moh. Bisri Musthofa RW. 03 Padangsari
Jatirejo Mojokerto
JI. Balai Desa RT. 04
2. Dsr. H. sastyono RW. 04 Ds. Semengko
Jatirejo Mojokerto
JI. WR. Supratman RT.
3. Waulyano 01 RW. 04 Dinoyo
Jatirejo Mojokerto
Kecamatan Kemlagi
L Khasan Bisri Ds.‘Kedungsari Kemlagi
Mojokerto
Dsn. Dempol Lor Ds.
2. M. Arif, S.Ag. Mojogebang Kemlagi
Mojokerto
3 T Ds. 'Moj owiryo Kemlagi
Mojokerto
Kecamatan Kutorejo
Dsn. Belahan RT. 02
1. Supadji Sahar RW. 04 Ds. Gedangan
Kutorejo Mojokerto
Dsn. Kenjoro RT. 01
2. Bambang Sulistyo RW. 02 Ds. Windurejo
Kutorejo Mojokerto
Dsn. Keputran RT. 02
3. Irfan RW 09 Ds. Kutorejo
Mojokerto
Kecamatan Mojoayar
) Ds. Jumeneng RT. 01
1. Rubiyanto, SE. RW. 03 Mojfanyar
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Mojokerto

Ds. KwatuRT. 11 RW.

2. Drs. Kusnadi 01 Mojoanyar
Mojokerto
Ds. Ngarjo RT. 20 RW.
3. MH. Samuji, S.Pd. 04 Mojoanyar
Mojokerto

k. Kecamatan Mojosari

Ds. Kelurahan I/I1

1. P Andi Wah
B G Mojosari Mojokerto
b Abdur Rokhim Ds, fauman Gg. TV
Mojosari Mojokerto
Dsn. Sambeng Ds.
3. Sariman, S.Pd. Belahan Tengah

Mojosari Mojokerto

1. Kecamatan Ngoro

Sunarto

Dsn. Bangsari RT. 02
RW. 01 Ngoro
Mojokerto

Amir Ambyah

Dsn. Bangsari RT. 03
RW. 02 Ds.
Kembangsari Ngoro
Mojokerto

Sunarto

Ds. Aukoanyar RT. 05
RW. 01 Ngoro
Mojokerto

m. Kecamatan Pacet

Sumalik

Dsn. Kemiri RT. 11 RW.
04 ds. Kemiri Pacet
Mojokerto

Dsn. Treceh RT. 03 RW.

2. Siti Maimunah, S.PdI 01 Ds. Sajen Pacet
Mojokerto
Dsn. Sajen RT. 02 RW.
3. Supriyono 03 Ds. Sajen Pacet

Mojokerto
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n. Kecamatan Pungging

Dsn. Mojodadi RT. 01
1. Ali Murtadlo RW. Purworejo
Pungging Mojokerto

Dsn. Wonogiri RT. 02
RW. 02 Ds.
Tunggarpager Pungging
Mojokerto

2. M. Akson Fuadi

Dsn. Bangun RT. 04
3. Mashuri RW. 02 Ds. Bangun
Pungging Mojokerto

o. Kecamatan Puri

Dsn. Soogo Ds.
1. Agus Fujianto Balongmojo Puri
Mojokerto
Ds. Bal io Puri
2. H. A. Sjamhadi, S.Ag. & ' alongmojo ruri
Mojokerto
8 Sukirno DS..Puri Kec. Puri
Mojokerto

p. Kecamatan Sooko

J1. RA basoeni 128 RT.

1. Moh. Sulaiman, S.Pd 03 RW. 01 Jampirogo

Sooko Mojokerto
. - J1. KH. Ismail No. 616

2. g&iamal Abidin, RT. 02/07 Kedungmaling
Sooko Mojokerto
JI. Mustika RT. 05 Bumi

3. Drs. Heru Mulyono Sooko Permai Sooko
Mojokerto

g. Kecamatan Trawas

Sumbersari RT. 01 RW.

1. Sri Suhartono, SH. 01 Ds. Kesiman Trawas
Mojokerto
Dsn. Jaraan RT. 01 RW.
2. Kirom 01 Ds. Trawas Kec.

Trawas Mojokerto
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3. Lamat

Dsn. Sukorame RT. 01
RW. 01 Ketapanrame
Trawas Mojokerto

r. Kecamatan Trowulan

1. Zainul arifin

Ds. Kepiting RT. 01
RW. 01 Ds. Temon
Trowulan Mojokerto

- Abd. Khannan

Dsn. Kedawung Utara
Ds. Bicak Trowulan
Mojokerto

Kokasih Hadi
Kuswara

Dsn. Wringinlawang RT.
03 RW. 01 Ds. Jatipasar
Trowulan Mojokerto

2. Tugas Dan Wewenang Panwaslu Kabupaten Mojokerto

Mengenai tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Mojokerto

sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang

penyelenggara pemilihan umum Pasal 78;%

(1) Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan

Kabupaten/Kota yang meliputi:

Pemilu di  wilayah

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan

penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara

pencalonan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

3 Undang-Undang Pemilu 2009, (Surabaya, Selasar Publikashing, 2009), hal. 255-257
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11.
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Kabupaten/Kota dan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/kota dan pasangan calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

Penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten/Kota;

Pelaksanaan kampanye;

Perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya;

Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil
pemilu;

Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
Pergerakan surat suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;

Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten/Kota dan seluruh Kecamatan;

Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu
lanjutan, dan pemilu susulan; dan

Proses penetapan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
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. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;

Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu
yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota
untuk ditindakianjuti;

Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya
kepada instansi yang berwenang;

Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk
mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya
dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat
kabupaten/kota;

. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang
pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris
dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;

. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-

undang.
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(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu

Kabupaten/Kota berwenang:

a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktiflcan
sementara danlatau mengenakan sanksi administratif atas
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;

b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan
laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana

Pemilu.

Terkait dengan beberapa panitia di atas, tugas dan wewenang masing-
masing Kecamatan dalam kepanitiaan pemilu ini telah dijelaskan dalam UU.
No. 22 tahun 2007 Pasal 80; Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan
adalah :*°
a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan yang

meliputi:

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

2. Pelaksanaan kampanye;

3. Perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;

4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara basil Pemilu;

5. Pergerakan surat suara dan TPS sampal ke PPK;

3¢ Ibid, hal. 258-259
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6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dan seluruh TPS;
dan

7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu
lanjutan, dan Pemilu susulan;

b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan
Pemilu yang dilakukan otch penyelenggara Pemilu sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindakianjuti;

d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya
kepada instansi yang berwenang;

e. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;

f. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan
laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana
Pemilu; dan

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-

undang.

3. Kewajiban Panwaslu Kabupaten/ Kecamatan Kojokerto
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Kewajiban-kewajiban sebagai panitia pengawas pemilu disini telah

dijelaskan dalam UU. No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu,

sebagaimana berikut:*’

Pasal 79

Panwaslu Kabupaten/Kota berkewaj iban :

a.

b.

Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;

Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan
adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan
mengenai Pemilu;

Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Provinsi
sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik danlatau berdasarkan
kebutuhan;

Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Provinsi berkaitan
dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan
tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/kota; dan

Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan.

37 Ibid, hal. 257-258
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Pasal 81

Panwaslu Kecamatan berkewajiban:*®

a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. Menyampaikan laporan kepada panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan
dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan;

c. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan
pemilu di wilayah kerjanya kepada panwaslu Kabupaten/Kota;

d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kabupateri/Kota
berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK
yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di
tingkat Kecamatan; dan

e. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan.

Pasal 83
Pengawas Pemilu Lapangan berkewajiban:*

a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

38 Ibid. hal. 259-260
3 Ibid, hal. 260
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b. Menyampaikan laporan kepada panwaslu Kecamatan berkaitan dengan
adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan pemilu di tingkat Desa/Kelurahan;

c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan
berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS
dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan
pemilu di tingkat Desa/Kelurahan;

d. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan
pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan; dan

e. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh panwaslu kecamatan.

Sedangkan untuk melengkapi hal di atas, dalam hal ini diharuskan
untuk menaati dan menerapkan kode etik Panwaslu yang telah ditetapkan
oleh pemerintah, untuk saling membantu antar lembaga-lembaga yang terkait
dengan pemilihan umum. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa beberapa
etika Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Kabupaten/ Kota maupun
Kecamatan dalam dua hal, sebagai berikut:

a. KPU dan Bawaslu secara bersama-sama menyusun dan menyetujui satu
kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota
KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,

KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu
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Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan
Pengawas Pemilu Luar Negeri.

b. Kode etik sebagaimana dimaksud bersifat mengikat serta wajib dipatuhi
oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu,
Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,

Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Terkait pemaparan di atas, maka kinerja panitia pengawas pemilu itu
haruslah melekatkan konstalasi dan sifat pengawas pemilu itu sendiri, adalah
sebagai berikut:

a. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu
Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas
Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

b. Bawaslu sebagaimana dimaksud bersifat tetap.

c. Panwaslu Provinsi, Panwaslu KabupatenfKota, Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri

sebagaimana dimaksud bersifat ad Aoc.
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4. Ruang Lingkup Pengawasan Panwaslu Kabupaten Mojokerto
Panwaslu Kabupaten/Kota Melakukan Pengawasan terhadap hal-hal
sebagai berikut:*

a. Pengadaan dan pendistribusian periengkapan Pemilu di wilayah
Kabupaten/Kota;

b. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan,
dan Pemilu susulan di wilayah Kabupaten/Kota;

c. Pencatatan, pelaporan, dan audit dana kampanye;

d. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan
sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai
sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang
sedang berlangsung;

e. Pelaksanaan  sosialisasi  penyelenggaraan Pemilu di  wilayah
Kabupaten/Kota; dan

f. Kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Anggota
DPR, DPD dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a di wilayah
Kabupaten/Kota

Sedangkan Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap

tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di wilayah

* Wawancara Dengan Ach. Syamsul (Staf Pendukung) Dan Dokumentasi Pengawas Pemilu
Legislatif 2009 Pada Tanggal 18 Mei 2009 Pukul 11.10 WIB
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Kecamatan yang meliputi: pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar

pemilih, masa kampanye, masa tenang, dan pemungutan dan penghitungan

suara adalab sebagai berikut:*!

a.

b.

Perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya di wilayah Kecamatan;
Pergerakan surat suara dan TPS sampai ke PPK;

Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan,
dan Pemilu susulan di wilayah Kecamatan;

Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan;
dan

Kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Anggota
DPR, DPD dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a di wilayah
Kecamatan.

Serta Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap

tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di tingkat

Desa/Kelurahan yang meliputi:*

a.

b.

Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
Masa kampanye;

Masa tenang; dan

Pemungutan dan penghitungan suara.

Perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya di wilayah Desa/Kelurahan;

1 Ibid.
2 Ibid,
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f. Pergerakan surat suara dan TPS sampai ke PPK

g. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan,
dan pemilu susulan di wilayah Desa/Kelurahan;

h. Pelaksanaan sosialisasi  penyelenggaraan pemilu di  wilayah
Desa/Kelurahan; dan

i. Kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan pemilu anggota
DPR, DPD dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a di wilayah

Desa/Kelurahan.

5. Mekanisme Pengawasan
Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Pemilu secara aktif.

Pengawasan Pemilu secara aktif dilakukan melalui:*’

a. Memilih sasaran pengawasan di setiap tahapan Pemilu yang dianggap
mempunyai potensi besar terjadinya pelanggaran,

b. mengawasi secara acak pada sasaran pengawasan dan wilayah
pengawasan, meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka
pengawasan Pemilu kepada penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak terkait
lainnya; dan

c. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan.

# Wawancara Dengan Syaifuddin Dan Data Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kabupaten
Mojokerto 2009 Dan Ach. Syamsul Pada Tanggal 18 Mei 2009
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Dimana paparan di atas bermaksud untuk memaksimalkan
pengawasan pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengawas pemilu
dapat melakukan, menghimbau masyarakat untuk melakukan pengawasan
pemilu, dan menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi pemantau
pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi profesi, membangun
komunikasi dengan peserta pemilu, bersinergi dengan media massa baik
cetak maupun elektronik dan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pengawasan, pengawas pemilu harus disertai
dengan surat tugas dan/atau Tanda Pengenal Pengawas Pemilu. Pengawas
Pemilu membuat laporan untuk setiap temuan yang didapat dan hasil
pengawasan tahapan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD menggunakan
formulir berita acara laporan hasil pengawasan. Sedangkan temuan yang
dimaksud pada ayat (2) adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu berupa
bukti-bukti awal pelanggaran Pemilu, misalnya surat atau dokumen palsu,
surat suara palsu, kaset rekaman, keterangan saksi yang melihat kejadian,
alat peraga kampanye, kegiatan, tindakan, dan kejadian yang dilakukan

seseorang, dan atau alat-alat bukti pelanggaran pemilu lainnya.
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6. Ketentuan Penanganan Temuan Pengawas Pemilu
Ketentuan penanganan hash temuan yang dilaporkan oleh panitia
pengawas pemilu adalah hams dilakukannya;**

a. Pengawas Pemilu segera mengkaji dan menindaklanjuti temuan paling
lambat 3 (tiga) hari setelah temuan didapat.

b. Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan keterangan dan bukti
tambahan, kajian dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah temuan didapat.

c. Hasil kajian terhadap temuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dapat berupa:

1) Pelanggaran administrasi Pemilu;

Temuan yang merupakan pelanggaran administrasi Pemilu
diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
dengan menggunakan Formulir Penerusan Pelanggaran Administrasi
(Formulir Model A-5) sebagaimana terdapat dalam Peraturan
Bawaslu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaporan
Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

2) Pelanggaran pidana Pemilu; atau bukan pelanggaran Pemilu.
Temuan yang merupakan pelanggaran pidana Pemilu

diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

4 Ibid,
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dengan menggunakan Formulir Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu
(Formulir Model A-6) sebagaimana terdapat dalam Peraturan
Bawaslu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaporan
Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Untuk mempermudah dan pelaksanaan pemilu 2009 dapat
efektif, maka panwaslu dapat melakukan kerja sama pengawas pemilu
dalam rangka menjalankan pengawasan Pemilu dapat bekerjasama
dengan berbagai pihak, antara lain lembaga penegak hukum, Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Komisi
Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan pemangku kepentingan
Pemilu terkait lainnya. Serta diselenggarakan berdasarkan prinsip
kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum,

profesionalitas, akuntabilitas efisiensi, dan efektifitas.

B. Pelaksanaan Pemilu Legislatif Kabupaten Mojokerto 2009

1.

Sekilas Gambaran Pemilu Legislatfif Kabupaten Mojokerto

Ketika terdengamya pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan

pada. tanggal 4 April tahun 2009, para pengamat memperkirakan, akan
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banyak masyarakat untuk memilih tidak menggunakan hak suaranya (golput)
karena:*
a. Tidak mempunyai calon pilihan
b. Tidak mengerti cara memilih
c. Bosan dengan calon yang itu-itu saja
d. Merasa malas karena terlalu banyak partai dan kertas yang terlalu besar
e. Takut terkena dosa kalau memilih pemimpin yang salah (tidak jujur,
tidak amanah, dan tidak adil)

Tapi KPU bersama berbagai kalangan simpatisan partai tetap
menyuruh masyarakat kita memilih, karena:
a. Pemilu hanya 5 tahun sekali
b. Inilah kesempatan mubah Indonesia
c¢. Kalau tidak memilih, berarti kita tidak ikut berdemokrasi
d. Banyak terdapat eaton baru yang menjanjikan

Hal di atas merupakan suatu akibat sebuah institusi yang
mempermudah pencalonan legislatif di ajang pesta demokrasi 2009, bahwa
hat tersebut dipicu oleh suara terbanyak dan banyaknya calon dan partai itu
sendiri, sehingga untuk memenangkan politik personal calon itu sangatlah
sulit, di samping itu pula banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan

hak suaranya (golput) karena kebosanan masyarakat bahwa pemilu hanya

* http://groups/muttaqin/talk/672533



61

seperti itu-itu saja. Hal tersebut berkaitan dengan beberapa kebutuhan
masyarakat yang sulit untuk diperoleh dan beberapa dari dewan perwakilan
itu sendiri yang malah mengambil keuntungan.

Berdasarkan peraturan KPU, Parpol yang berhak mencalonkan Capres
dan Cawapres adalah Parpol yang meraih 30 % suara dalam pemilu 9 April
2009, menurut penulis, angka 30 % tersebut sulit untuk diperoleh, karena
banyak dan 44 parpol tersebut adalah meliputi dari parpol baru/lama maupun
besar/kecil, dan mungkin yang akan menang nanti adalah parpol yang itu-itu
juga yakni pelaku politik lama, dan parpol lain melakukan koalisi, apabila
telah mencapai 2,5 % dan hasil pemilu 2009, maka dapat melakukan deal
politik dengan partai yang mencalonkan presiden yang akan dilaksanakan
pada tanggal 8 Juli 2009.

Pemilu adalah sesuatu yang mahal, karena biaya penyelenggaraannya
puluhan bahkan ratusan trilyunan rupiah, dan jika calonnya kalah, massa

akan menggelar demo yang bisa menjadi rusuh.

. Indikasi Kecurangan Dalam Pemilu Legislatif

Melihat aturan yang berbeda dengan pernilu tahun 2004 kemarin
bahwa calon legislatif yang berada di nomor unit 1, maka dia dapat
dipastikan jadi DPRD Kab./Kota. Sedangkan sekarang adalah bagaitnana

mendapat suara sebanyak mungkin dengan sedikitnya kurang Iebih 4.000
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suara pemilih. Sementara calon dan beberapa partai sangat banyak pula,
akibat mudahnya mencalonkan legislative dan sebagai jembatan untuk dapat
ikut serta dalam Pilpres bulan Juli 2009, maka beberapa kecurangan pun
dilakukan dan mulai money politic hingga black campaign bahkan
kecurangan yang mampu mengubah suara yang mestinya di segel ternyata

dibuka untuk dijadikan suara bagi diri sang (caleg) calon legislatif.

C. Pola Penerapan Hukum Panwaslu Kabupaten Mojokerto Terkait Pelanggaran

UU. No. 10 Tahun 2008 Pasal 84 Ayat (2)

1.

Tata Cara Pelaporan Panwaslu Kabupaten Mojokerto Mengenai Pelanggaran
Kampanye Dalam Pemilu Legislatlf 2009

Pelaporan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tulisan yang
disampaikan oleh seorangllebih Warga Negara Indonesia yang mempunyai
hak pilih, Pemantau Pemilu dan/atau peserta Pemilu kepada Pengawas
Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu. Sedangkan
selanjutnya temuan adalab hasil pengawasan Bawaslu, Panwaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu
Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri tentang data atau informasi

yang didapat oleh Pengawas Pemilu secara langsung maupun tidak langsung
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atas dugaan pelanggaran Pemilu. (termasuk dalam temuan: kegiatan,
tindakan, dan kejadian yang dilakukan seseorang).*

Sesuai dengan uraian di atas maka ketika Panwaslu menerima laporan
dan mendapat temuan pelanggaran kampanye dalam pemilu, maka panwaslu
kemudian memeriksa terlebih dahulu apakah pelanggaran tersebut
dikategorikan dalam kasus administrasi dan pidana, serta sengketa.

Sengkata adalah sebuah pelanggaran yang melanggar pasal 78 ayat
(1) ¢ UU 22 /2007, Tugas & kewenangan Panwaslu Kab./Kota:
menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang
tidak mengandung unsur tindak pidana, kemudian pasal 113 (2), 118 (2), 123
(2) UU 10/2008: Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye
Panwaslu Kab/Kota, Provinsi, Bawaslu menyelesaikan temuan dan laporan
pelanggaran kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana. Dengan
demikian maka dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Ketentuan Pelanggaran Administrasi Dan Alurnya
Pelanggaran Administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan
UU 10/2008 yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan
terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU, kemudian

diselesaikan oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kab/Kota berdasarkan

% Sumber Data : Dokumentasi 7ata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilu
2009, Pada Tanggal 18 Mei 2009
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laporan Bawaslu, Panwaslu Prov, Panwaslu Kab/Kota. Sedangkan
mengenai masa putusan paling lama 7 hari setelah ditenima laporannya.*’
Sementara alur cara penyelesaian pelanggaran administrasi adalah

sebagai berikut:*®

Pelanggaran - KPU/ KPU
Administrasi || Diteruskan Provinsi/ KPU |:> Selesai
Pemilu Kabupaten/Kota

Terkait dengan ketentuan di atas, maka tata cara pelaporan adalah

laporan disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 3 (tiga) hari
sejak terjadinya pelanggaran pemilu, yang dituangkan dalam formulir
penerimaan laporan pelanggaran pemilu (formulir model A-I). Maka
pengawas pemilu memberikan tanda terima atas laporan tersebut dengan
menggunakan formulir tanda bukti penerimaan laporan (Formulir Model
A-2), kemudian mengkaji setiap laporan pelanggaran pemilu yang
diterima dan memutuskan untuk menindakianjuti atau tidak
menindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

Untuk melengkapi hal tersebut di atas diperlukan keterangan
tambahan dan pelapor untuk melengkapi laporan, dilakukan paling lama 5

(lima) hari setelah laporan diterima, dan pengawas pemilu mengkaji atas

7 Sumber Data : Dokumentasi Panwaslu Kabupaten Mojokerto Tentang Pelanggaran
Administrasi Bulan Februari Pemilihan Umum 2009, Pada Tanggal 18 Mei 2009

* Sumber Data : Dokumentasi 7ata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilu
2009, Pada Tanggal 18 Mei 2009
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laporan tersebut dengan menggunakan formulir kajian laporan (Formulir

Model A-3)

. Ketentuan Pelanggarana Pidana Dan Alurnya

Pelanggaran ini adalah Pelanggaran ketentuan Pidana Pemilu yang
diatur dalam UU. 10 tahun 2008 yang penyelesaiannya dilaksanakan
melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 252 UU.
10/2008) dan ada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk
melakukan koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan untuk
mempercepat proses beracara di peradilan umum.

Beberapa hal yang harus dilakukan dalam pelanggaran ini
dipastikan bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang
diatur oleh UU ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui dalam
lingkungan peradilan umum, yang kemudian dilakukan penyidik
Kepolisian RI menyampaikan hasil penyidikannya (berkas) kepada
penuntut umum paling lama 14 han setelah diterima laporan dan
Bawaslu/Panwaslu. Apabila hasil penyidikan belum lengkap dalam waktu
paling lama 3 han Penuntut umum bisa mengembalikan berkas kepada
polisi jika belum lengkap. Dalam waktu 3 hari setelah berkas diterima
harus disampaikan kembali kepada Penuntut Umum. Sementara Penuntut

umum melimpahkan berkas ke PN paling lama 5 hari setelah berkas
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diterima, PN memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara
menggunakan KUHAP, di mana sidang pemeriksaan perkara pidana
pemilu dengan hakim khusus (dengan Peraturan MA), PN memeriksa,
mengadili dan memutuskan pidana pemilu 7 han setelah pelimpahan
berkas.

Apabila banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 hari
setelah putusan dibacakan, kemudian PN melimpahkan berkas
permohonan banding kepada PT paling lama 3 han setelah permohonan
banding diterima. Sedang PT memeriksa dan memutuskan paling lama 7
hari setelah banding diterima, dan putusan PT merupakan putusan akhir
dan mengikat/ tidak ada kasasi.

Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana pemilu
yang menurut Undang - undang mi dapat mempengaruhi perolehan suara
peserta pemillu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum
KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. Hal ini merupakan suatu
kewajiban KPU, dimana KPU, KPU Provinsi, dan Kpu Kab/Kota wajib
menindaklanjuti putusan pengadilan, salinan putusan pengadilan harus
sudah di terima KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab./Kota dan peserta
pada putusan pengadilan tersebut dibacakan.

Mengenai dengan alur pelaporan pelanggaran tersebut adalah

sebagai berikut:
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—— Bukan Pelanggaran Pidana Pemilu

Tidak —— Kurang Bukti
Diteruskan Selesai L Dihendikan Demi Hukum
7
» PN |—» Selesai
5
Pelanggaran Penvidi janding 3 HR
. enyidik ! ] landing
7. aksa
idns P
Pemilu r
J
14 HR ; ¢ ;
} ) 7
! PTN |—» Selesai
PS. 260 S/D UU.10/2008 }
PS.311 >< —— Bukan Pelanggaran Pidana Pemilu
N
A 4 : ——— Kurang Bukti
Selesai o .
——L——p Dihendikan Demi Hukum

2. Temuan Pelanggaran Dan Penyelesaian Panwaslu Kabupaten Mojokerto

Dalam Pelanggaran Kampanye Pemilu 2009 Berdasarkan UU. 10 Tahun 2008

Dalam hal ini penulis hanya memaparkan beberapa pelanggran UU.
No. 10 tahun 2008 pasal 84 ayat 2 dalam 3 bulan terakhir ketika tahap
kampanye berlangsung, namun hanya terdapat satu pelanggaran administrasi
dan dua pelanggaran pidana. Hal inilah yang menjadi titik poin terhadap

kinerja Panwaslu Kabupaten Mojokerto dalam menyikapi atau

menyelesaikan pelanggaran sesuai dengan tugas dan wewenangnya, sebagai

tujuan dibentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum.*’

* Sumber Data: Dokumentasi Tentang Tata Cara Pelaporan Panwaslu Kabupaten

Mojokerto, Pada Tanggal 18 Mei 2009 Pukul 09.10 WIB
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a. Pelanggaran Pidana

Pada tanggal 03 Februari 2009 Saifuddin, SE. (Ketua Panwaslu
Kabupaten Mojokerto) melaporkan hash temuannya; bahwa salah seorang
ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto ini, juga sebagai
peserta calon nomor urut 1 dapil 5 dan Partai Demokrat atas nama R.M.
Boedhi melaksanakan sosialisasi pemilu dengaan menyertakan Pegawai
Negri Sipil (PNS), dan menyertakan anak-anak serta membagikan
sembako. Hal sedemikian itu telah dijelas dalam Undang-Undang No. 10
tahun 2008 pasal 84 ayat 2e¢ dan 87, sebagai barang bukti tindak
pidananya oleh Saifuddin, SE melaporkan dengan gambar print out pada
masa kampanyenya, padahal itu telah ditangani pengawas dan diteruskan
ke penyidik kepolisian, namun tidak dilanjuti oleh KPU dan tidak pula
dilimpahkan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Negeri.
Peristiwa ini tidak dilanjuti karena barang bukti kurang kuat dan tidak
adanya saksi yang jelas.”

Kemudian pelanggaran pidana selanjutnya adalah pada tanggal 08
Februari 2009 Rr. Siti Nawangwoelan Wardhanie, SE. (Penanganan
pelanggaran Dan Penegakkan Hukum) melaporkan hasil temuannya;
bahwa salah seorang panitia kampanye dan pelaksana program jalan

sehat, di mana dalam kegiatannaya melibatkan anak-anak secara aktif

%0 Wawancara Dengan Syaifuddin Ketua Panwaslu Kabupaten Mojokerto Dan Dokumentasi
Tentang Pelanggaran Pidana Bulan Februari Pemilihan Umum 2009, Pada Tanggal 18 Mei 2009
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dalam kampanye, menggunakan fasilitas pendidikan dan jabatan berupa
kendaraan dinas berplat mereh. Hal ini telah dijelaskan dalam peraturan
KPU No. 19 tahun 2008 pasal 13, dan UU. No. 10 tahun 2008 pasal 84
ayat 2i, sebagai barang bukti oleh Rr. Siti Nawangwoelan Wardhanie, SE.
(pelapor) melaporkan dengan berupa bentuk foto pada program tersebut,
kemudian juga ditangani pengawas dan diteruskan penyidik ke
kepolisian, lagi-lagi tidak dilanjuti oleh KPU dan tidak dilimpahkan ke
pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi negeri karena barang bukti
awal kurang kuat dan tidak disertai saksi sebagai penguat.”’

Hal demikian itu terlihat jelas bahwa kurang efektifnya Panitia
Pengawas Pemilihan Umum serta lembaga-lembaga bersangkutan tidak
dilakukan dengan a// out, serta kurang mengemban amanah karena tidak
beraninya dalam menyikapi dan menegakkan hukum sesuai dengan

perundang-undangan.

b. Pelanggaran Administrasi
Beranjak pada bulan berikutnya yakni tanggal 31 Maret 2009 Rr.
Siti Nawangwoelan Wardhanie, SE. (Penanganan pelanggaran Dan
Penegakkan Hukum) melaporkan hasil temuannya; bahwa salah seorang

Sekdes (Sekretaris Desa) Pandan Krajan Kecamatan Kemlagi, yang juga

U Ibid,
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sebagai peserta calon legislatif dan Partai Gerindra adalah Yadi, S.Pd., di
mana berdasarkan surat Sekretaris Daerah Bupaten Mojokerto tentang
data Kepala Desa dan Perangkat Desa yang belum mengundurkan diri dan
surat yang bersangkutan tanggal 05 Maret 2009. hal ini jelas melanggar
UU. No. 10 tahun 2008 pasal 84 ayat 2 huruf (g) dan (h) tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR. Dimana sebagai saksi pelanggaran itu
adalah 3 orang anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan
(panwascam), kemudian kejadian tersebut ditangani dan diteruskan ke
penyidik kepolisian dan juga KPU, namun tidak sampai pada pengadilan
negeri maupun pengadilan tinggi negeri, karena barang bukti tidak ada
hanya saksi, itupun dan panwaslu sendiri. Karena bisa saja hal sedemikian
itu dapat diasumsikan bukan faktor pelanggaran murni akan tetapi

) 52
emosional personal semata.

2 Sumber Data: Dokumentasi Panwaslu Kabupaten Mojokerto Tentang Pelanggaran
Administrasi Bulan Februari Pemilihan Umum 2009, Pada Tanggal 18 Mei 2009



BAB IV
ANALISIS FIQH SIYASAH DALAM KINERJA PENGAWASAN
PANWASLU KABUPATEN MOJOKERTO MENURUT UNDANG-
UNDANG NO 10 TAHUN 2008 AYAT 2 TERHADAP
PELANGGARAN KAMPANYE

A. Analisis Figh Siyasah Terhadap Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten
Mojokerto Terhadap Pelanggaran Kampanye UU. No 10 Tahun 2008 Ayat 2
Pelaksanaan pemilihan Calon legislatif Kabupaten Mojokerto tahun 2009
merupakan pengalaman menggoyahkan kepercayaan individual hati warga
Kabupaten Mojokerto, bahkan seluruh masyarakat Indoneisa. Karena selama ini,
masyarakat Mojokerto selalu memilih calon legislatif yang dikenal, serta
banyaknya calon yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif untuk dipilih,
oleh sebab itu beberapa calon berkompetisi melalui mekanisme perwakilan di
lembaga yang benama dewan perwakilan rakyat daerah (DPR, DPRD Provinsi,
dan Kab./Kota). Keberhasilan pelaksanaan pemilu calon legislatif Kabupaten
Mojokerto tahun 2009 tidak lepas dari keberadaan Panitia Pengawas Pemilu
(Panwaslu) sebagai salah satu lembaga pengawasan yang meiliki peran yang
sangat penting bagi terwujudnya nilai-nilai demokrasi yang dilandasi oleh
prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Untuk melaksanakan tugas pengawasan pada seluruh tahapan

penyelenggaraan pemilu yang menjadi tugas dan wewenang Panitia Pengawas

68
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Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Mojokerto, didasarkan pada ketentuan
Pasal 76 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaran Pemilihan Umum, dan Pasal 108 ayat 1 dan 5 Peraturan
Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Calon legislatif
Kabupaten Mojokerto tahun 2009 memiliki tugas dan wewenang sebagaimana
yang disebutkan dalam Pasal 76 sampai dengan pasal 81 Undang-Undang No. 22
tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana yang telah
dijelaskan pada bab III.

Tugas dari lembaga a/-Hisbah adalah memberi bantuan kepada orang-
orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantua dari petugas
lembaga al-Hisbah. Sedangkan tugas dari a/-Muhtasib adalah mengawasi berlaku
tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh
dilanggar oleh seorangpun. Terkadang Muhtasib ini memberikan putusan-
putusan dalam hal-hal yang perlu segera diselesaikan.>

Ulama’ figh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus a/-Hisbah
dikenai hukuman ta’zir; yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan
jumlahnya oleh syara’, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (a/-

Muhtasib) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

%3 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam, hal. 96
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Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh a/-Muhtasib.
Langkah-lagkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan
dengan paksa (taghyir bi al-yad), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. A/-
Muhtasib diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang
lebih ringan tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang
dihukum.**

Dengan demikian tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Mojokerto
mempunyai kekuasaan untuk mengatur segala kegiatan yang menjadi ruang
lingkupnya, sebab Panwaslu Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari pada
kebijakan pemerintah yang diberikan wewenang untuk menjalankan tugasnya
sesuai dengan undang-undang yang ada yang merupakan produk yang
dikeluarkan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Jadi rakyat harus mentaati
Panwaslu Kabupaten Mojokerto, karena panwaslu merupakan bagian dari
Wikyah al-Hisbah, sedangkan menaati Wilayah al-Hisbah itu adalah wajib.
Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an-Nisa’ ayat 59:

- skl ”T

2 . /b’é/ . EGd P T . ’/’,, o
yakipy f*-}d‘ U O Syl g5y

Artinya :

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang
munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.>

> Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, hal. 14
> Depag RI, AI-Qur’an Dan Terjemahannya, hal. 79
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Berdasarkan ayat di atas subtansi dan ruh politik adalah pengelompokan
pola pemikiran politik dan konflik yang mungkin terjadi. Politik akan dapat
dicapai apabila konsepsi yang dijelaskan dalam al-Qur’an tersebut dilaksanakan
dengan berhati-hati. Sehingga politik dapat dikatakan lebih dekat kepada "seni
mengelola perselisihan" dari pada yang lainnya. Mengelola atau mengadaptasi di
sini bisa berarti pengelolaan terhadap perselisihan yang tengah terjadi, bisa juga
berupa tindakan membuat perubahan baru. Karena itu, mengikat agama dengan
politik seperti apapun kadar dan jenis ikatan tersebut, otomatis membawa
bakteri perselisihan ke dalam agama. Hal ini lebih sulit lagi untuk dapat
dirasionalisasikan apabila dipergunakan oleh aliran fungsionalisme dalam arti
memanfaatkan agama untuk politik kebangsaan, di mana fungsionalisasi agama
tersebut juga menjadi pelindung “makar politik”. Dengan demikian, “Islam
politik” tidak akan mungkin sukses merealisasikan tujuan-tujuan yang histories,
jika ia melontarkan masalah kesewenang-wenangan dan tirani serta masalah-
masalah yang diakibatkannya, baik masalah politik maupun sosial.”®

Selain itu, anggota Panwaslu yang juga bagian dari yang dipercaya
masyarakat dan mengatur jalannya pemilu, merupakan kewajiban

yangmenantang dan berat, membebani bagi para pengemban amanah dengan

% Muhammad Abid al-Jabiri, “Agama, Negara Dan Penerapan Syari’ah”, (Yogyakarta:
Fajar Pustaka Baru, 1996), hal. 113
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sejumlah tugas dan kewajibananya. Pemimpin panwaslu juga diharuskan untuk
menjaga anggota kelompoknya, mengawasi, dan memegang tanggungjawab legal
bukan saja atas tindakannya sendiri, tetapi juga seluruh kegiatan kelompok. Ia
harus menjamin bahwa kemanfaatan bagi seluruh anggota adalah merupakan
cita-cita tertinggi.57

Sebagai kunci dari keadilan adalah melakukan hokum dengan keberanian
dengan memicu pada peraturan yang berlaku. Namun semua yang terjadi dalam
pemilu legislatif 2009 itu masih banyak yang melanggar dan tidak ada kepastian
hukum, karena proses eksekusi dari Panwaslu dan bekerjasama dengan kepolisian

tidaklah efektif.

B. Analisis Figh Siyasah Terhadap Penentuan Kriteria Pelanggaran Kampenye dan
Sanksi Yang Diberikan Oleh Panwaslu Kabupaten Mojokerto Menurut Undang-
Undang No 10 Tahun 2008 Pasal 84 Ayat 2

Hukum Islam tidak menjelaskan secara terperinci tentang urusan umum
seperti masalah pelanggaran kampanye dalam pemilu, akan tetapi ketika
menganalisa pelanggaran kampanye dalam undang-undang pemilu dapat
dikaitkan kepada ketidak-taatan rakyat terhadap pemimpin atau lembaga

pemerintah sebagaimana yang disebutkan dalam surat an-Nisa’ ayat 59.

" Muhammad A. Al-Buraey, “Islam Landasan Alternative Administrasi Pembangunan”,
(Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hal. 378
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Tujuan pokok hukum Islam adalah untuk merealisasikan asas
kemaslahatan umat, menolak bahaya serta memudahkan umat manusia membuat
sistem sendiri dengan jalan musyawarah yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, agar dengan adanya aturan yang dibuat dapat ditaati dan tidak

melanggar undang-undang, firman Allah dalam surat as- Syiira ayat 38:

Dsied w5 Uy il (s aely 3Ll 1400605 0 7 TS il

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan
musyawarah antara mereka; dan mereka menatkahkan sebagian dari
rezeki yang kami berikan kepada mereka’”"

Dari ayat tersebut apabila dikaitkan dengan masalah pelanggaran
kampanye, maka hal itu merupakan perbuatan munkar. Dalam tugas dan
wewenangnya Panwaslu Kabupaten Mojokerto mencerminkan perbuatan dalam
menegakkan amar ma’mif nahi munkar. Hal ini dikembalikan kepada alasan
pembentukan Wilyah Al-Hisbah sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para
ahli figh siyasah, kewajiban amar ma’nif nahi munkar hanya bisa dilakukan
apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara

pemerintah dan rakyat.

Allah Swt berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104:

s ’,é/ € . L s, . ,/’4 P 2,/ Nk A o “4é LA s
yakiny f'«ﬁ‘ Bt Yy (P I R TR I [RCTY AV W SOl

Tosladdi

58 Depag R, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, hal. 788
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Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’nif dan mencegah dari
yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung””’

Jadi keberadaan Panwaslu Kabupaten Mojokerto menyeru pada hal yang
baik yang di dalamnya mencakup aktifitas menyeru dalam kegiatannya sebagai
pengontrol untuk berbuat yang ma 'nifdan mencegah berbuat yang munkar.

Pada prinsipnya pelanggaran di sini merupakan pelanggaran kampanye
yang masuk dalam kategori tindak pidana dan administrasi, karena jelas-jelas
melanggar undang-undang dan aturan tentang kampanye yang menyertakan
kegiatananya dengan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada
Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawahnya, dan
hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; Ketua, Wakil Ketua, dan anggota
Badan Pemeriksa Keuangan; Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi
Gubernur Bank Indonesia; pejabat BUMN/BUMD; Pegawai Negeri Sipil;
anggota tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia;
Kepala Desa; Perangkat desa; anggota badan permusyaratan desa; dan warga
Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih” yakni dalam
mensosialisasikan politiknya.

Aturan yang dapat diterapkan oleh Panwaslu Kabupaten Mojokerto
adalah dengan menegakkan prinsip keadilan dan menyampaikan amanat dengan

sebenar-benarnya sehingga pelaksanaan pemilihan calon legislatif dapat berjalan

59 Ibid, 93
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dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini sesuai dengan

surat An-Nisa’ ayat 58:

<
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
Melihat””

Mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran kampanye sebagaimana yang
tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310, sudah cukup
berat untuk membuat pelaku jera karena dalam hukum Islam sanksi tersebut
merupakan sanksi za zir

Akan tetapi dalam pelaksanaanya, Panwaslu Kabupaten Mojokerto tidak
memiliki wewenang yang lebih dalam menyikapi pelanggaran kampanye, dalam
artian Panwaslu Kabupaten Mojokerto hanya bisa menangani langsung persoalan
pelanggaran administrasi maupun sehingga pidana sering tidak mendapat
perhatian yang serius.

Padahal keberadaan undang-undang pemilu adalah agar tercapainya

pemilu yang jujur dan adil diperlukannya suatu lembaga dalam penyelenggaraan

pemilu yang benar-benar independen yang berani dan tegas dalam memberikan

60 /bid, hal. 128
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teguran/ sanksi kepada partai politik atau calon maupun panitia kampanyae yang
melanggar dengan tujuan pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara
maksimal.

Dalam partisipasi politik seorang atau kelompok dapat dibentuk dua hal:
pertama, kesadaran politik; kedua, kepercayaan kepada pemerintah atau sistem
politik. Sedangkan perspektif politik tersebut, pemilu mempunyai fungsi:
pertama, merupakaninstitusi dan instrumen untuk mengendalikan konflik; dan
kedua, sarana untuk melakukan pergantian pemerintahan secara damai. Namun
semuanya itu tidaklah mudah untuk diciptakan, karena dalam politik tidak cukup
hanya dianalisis dengan menggunakan pendekatan struktur, tetapi harus juga
ditopang oleh pendekatan tingkah laku individu (behaviorisme). Dengan
demikian kesuksesan pemilu akan ditentukan oleh; (1) dimensai konflik, (2)
kualitas aktor, (3) penguasa jaringan informasi.®’

Sementara dalam konteks mentalitas suatu bangsa yang hendak
mengintensifkan usaha untuk pembangunan apapun, harus berusaha banyak dari
warganya, lebih menilai tinggi orientasi ke masa depan; lebih menilai tinggi
hasrat explorasi ke arah achievement dari sebuah karya; dan akhirnya menilai
tinggi mentalitas berusaha atas kemampuan sendiri; percaya diri sendiri

berdisiplin murni dan berani bertanggungjawab sendiri.®

5! Ali Maschan Moesa, “NU, Agama Dan Demokrasi”, (Surabaya: Pustaka Dai Muda, 2002),
hal. 59-62
62 Koentjacaraningrat, “Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan”, (Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Utama, 2000), hal. 36
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Jadi penulis berasumsi selama pelanggaran kampanye terus terjadi
khususnya pelanggaaran kampanye tidak ditindak secara tegas, maka selama itu
pula produk-produk yang dihasilkan pemerintah akan mengalami stagnasi atau

akan selalu mengalami krisis legitimasi.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Tinjavan figh siyasah terhadap dalam tugas dan wewenangnya Panwaslu
Kabupaten Mojokerto mencerminkan perbuatan dalam menegakkan amar
ma’nit nahi munkar. Hal ini dikembalikan kepada alasan pembentukan
Wikyah al-Hisbah sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para ahli figh
siyasah, kewajiban amar ma’nif nahi munkar hanya bisa dilakukan apabila
ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah
dan rakyat.

Berkaitan dengan isi pasal 84 ayat 2 tahun 2008 merupakan bagian dari
pelanggaran kampanye yang bertentangan dengan undang-undang pemilu dan
dapat dikaitkan kepada ketidak-taatan rakyat terhadap w/i/ amri sebagaimana
yang disebutkan dalam surat an-Nisa’ ayat 59. Hal ini disebabkan karena
undang-undang pemilu merupakan produk DPR, sedangkan DPR sendiri
merupakan penjelmaan dari Ahlul Halli wal *Aqdi karena di dalamnya terdapat
berbagai macam kalangan profesi yang mewakili rakyat dan lembaga yang
berada di bawahnya adalah Wikyah al-Mazalim Mengenai sanksinya

sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
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Pasal 310, sudah cukup untuk membuat pelaku jera karena dalam hukum

Islam sanksi tersebut merupakan sanksi za zir.

B. Saran
Dengan adanya ketentuan yang telah mengatur pelaksanaan pemilihan
beberapa Calon Legislatif Kabupaten Mojokerto tahun 2009 agar tidak terjadi
lagi pelanggaran, maka Panwaslu Kabupaten Mojokerto harus lebih berani dalam
menindak dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku pidana maupun administratif
dalam kampanye pemilihan umum sesuai dengan perundang-undang. Semoga

menjadi nilai lebih bagi Panwaslu Kabupaten Mojokerto.
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